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Abstract
The purpose of this research is to arrange the model of People's Consultative Assembly's role
strengthening formulation in the impeachmentprocess ofPresidentA/ice-president in the Indonesian State
Structure System. The model is based on the findings ofa comprehensive comparative-study with an
evaluative prescriptive approach.
The research used an empirical research method with a qualitative approach. The research was
conducted for one year. The data consist ofprimary and secondary. The data is collected by in-depth
interview, questionnaire, focus discussion group, andlibraryresearch.
The results ofthe research show that the mechanismsofthe impeachment ofpresident/vice-president
in the history of Indonesia's formerly prevailing constitutions have differences. The model of Peoples'
Consultative Assembly's role strengthening formulation in the impeachment process ofPresidentA/ice-
president is manifested in the reformulation of the impeachment substances by improving the
conceptualization ofPeoples' ConsultativeAssemblyas an administrative continuation institution. In addition,
in term ofimpeachment procedure, the minimum quorum limit should be changed sothat to conduct an
impeachment ofPresidentA/ice-president is not more difficult than to conduct an amendmentofthe 1945
Constitution.
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A. PENDAHULUAN
Tiadareformasitanpa amandemen konstitusi.
Hal itulah yang menjadi semboyan bersama ketika
meruntuhkan kekuasaan otoriter Orde Baru.
Lazimnya suatu rezim yang lengser dan dikuasai
oleh pemimpin negara yang baru, maka kahadiran
pemilu menjadi keniscayaan. Akhlrnya, Pemilu
pertama di era reformasi terlaksana tahun 1999,
dengan menghasilkan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) yang bertugas menindaklanjuti
tuntutan reformasi yang menghendaki adanya
amandemen UUD 1945 (Konstitusi). Sesuai
kesepakatan elite polrtik pemenang pemilu yang
memperoleh kursi di MPR, amandemen Konstitusi
dilaksanakan dalam empat tahapan yang
berkesinambungan, sejak Sidang Umum MPR
Tahun 1999sampaidengan SidangTahunan MPR
Tahun 2002 fhttD://kaiian.mpr.ao.idl Salah satu
persoalan penting yakni adanya ketentuan yang
secara eksplisit mengatur pemberhentian (impeach
ment) Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam
masa jabatannya oleh MPR atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).
Menilik sejarah ketatanegaraan, disadari atau
tidakproses impeachment sering terjadi di Indone
sia. Ada empat dari lima presiden yang pemah
dimiliki Indonesia tidak mampu menyelesaikan
masa jabatannya. Setidaknya dua di antaranya,
Yustlsia Edisi82 Januari-April 2011
Soekamo dan Abdurahman Wahid, dengan segala
kontroversinya diberhentikan olehparlemen (MPRS/
MPR). Pemberhentian Presiden Soekarno dengan
TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 dan Presiden
Abdurrahman Wahid yang didasarkan pada TAP
MPR No VII/1973 dan Tap MPR No 111/1978.
Walaupun pemberhentiannya taat padakonstitusi,
namun pemetaan politik dan kepentingan cukup
mewamai proses pemberhentian kedua presiden
tersebut. Skandal Bank Century Rp 6,7 triliun
berpotensimengarah pada impeachmentkepada
Presiden SBY dan/wapres Boediono (Suara
Merdeka, 28/2010).
Dalam konstitusi, alasan pemberhentian
presiden dan/atau wakil presiden disebutkan secara
limitatif (Hamdan Zoelva, 2005:9). Dalam Pasal
7A UUD 1945 telah diaturbahwa presiden dan wakil
presiden dapat diberhentikan pada masajabatannya
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul
DewanPerwakilan Rakyatbaikapabila terbukti telah
melakukan perlanggaranhukum berupa pengkhi-
anatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, ttndak
pidana beratlainnya atau perbuatan tercela maupun
apabila terbukti tidaktagi memenuhi syarat sebagai
presidendan atau wakilpresiden.
Ada setidaknya terdapat limajenis pelanggaran
hukum yang dapat "melengserkan" presiden
berdasar pasal tersebut. Anehnya, pasal tersebut
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